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KATA PENGANTAR 
 

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena dengan limpahan Rahmat dan Ridho-Nya maka Penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. 

RENJA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Stategis yang 

menggambarkan kondisi permasalahan daerah yang menyangkut Pembangunan di 

bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, serta indikasi 

daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk 

memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui 

sumber pembiayaan APBD Kabupaten Sambas dan APBN dengan mengutamakan 

prioritas dan kebutuhan daerah. 

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini kami 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personil yang telah ikut 

berperan serta aktif dalam Penyusunan Rencana Kerja ini. 

Kami menyadari baik materi maupun teknik penulisan Rencana Kerja ini masih 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk menerima 

koreksi yang konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan 

penyusunan Rencana Kerja dimasa yang akan datang. 

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut 

membantu Penyusunan Rencana Kerja ini dan semua dapat membantu Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sambas. 

 
Sambas, September 2024 

 
Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sambas 

 
 
 
H. FIRMANSYAH, S.T. 
Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 19670415 199403 1 018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan bergulirnya otonomi daerah, ternyata membawa implikasi yang 

cukup besar pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah di 

daerah baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi 

pembangunan maupun pembiayaan pembangunan. Daerah memiliki hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma 

baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem 

perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan 

pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan 

tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan 

masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau disebut Rencana Kerja 

(Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan 

bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi 

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan 

maju. 

Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 

2004, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sambas berkewajiban menyusun perencanaan program dan 
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kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis yang menjadi pedoman 

kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan program kerja tahunan yang 

disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kepala 

Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan 

Lingkungan Hidup berperan dan bertanggungjawab untuk menyiapkan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana 

Strategis dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan visi misi kepala 

daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program 

dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan 

perencanaan, analisis dan kajian berdasarkan evaluasi pencapaian 

pelaksanaan program dan kegiatan tahun- tahun sebelumnya, isu 

pembangunan nasional dan daerah maupun kebijakan APBD. 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan Lingkungan Hidup yang dilakukan melalui dua tahapan yang 

merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : Tahap 

perumusan rancangan Rencana Kerja dan; Tahap penyajian rancangan 

Rencana Kerja. 

Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan Lingkungan Hidup dengan Renja, Rencana Strategis dan 

dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

Gambar 1.1 

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 
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Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu 

kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang 

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi 

Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD 

adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). 

Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan 

Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan. 

Renja digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan 

rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, 

maka Renja merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), 

dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 

berkenaan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan 

Hidup selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja 

(Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup. Renja merupakan penjabaran 

dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal 

Renja. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah 

satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat 

Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, 

pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan 

pemerintah pusat/ Provinsi Kalimantan Barat. 

 

1.2.  Landasan Hukum 

Landasan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan 

Lingkungan Hidup, adalah: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817) ; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 40 tahun 2006 tentang 

tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 41 tahun 2006 tentang 

organisasi perangkat Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan 

keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah kepada masyarakat; 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang 

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah 

propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2008 tentang 

pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4815); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

18. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan 

tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil 

pemerintah diwilayah Propinsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

5107) 
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19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024 ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan 

atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dengan 

peraturanmenteri dalam negeri no. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas 

peraturan mentri dalam negri no. 13 tahun 2006 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 05/PRT/M/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 

26. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat 
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Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat 

Nomor 6); 

27. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2018 - 2024; 

28. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas 

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 

Nomor 2); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 1 tahun 2015 tentang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Sambas (lembaran 

Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 nomor 03); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 17 tahun 2015 tentan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas tahun 2015-2035 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19). 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 tahun 2016 tentang organisasi 

dan tata kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Sambas (lembaran 

Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 nomor 05); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 8 tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Sambas Tahun 

2016-2022. 

34. Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi 

dan uraian tugas jabatan struktural pada dinas Daerah Kabupaten Sambas. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Sambas tahun 2025 adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana 

Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sambas tahun 2021–2026 serta menjadi acuan dan 
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pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun 

pada tahun 2025. 

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja 2025 Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas adalah: 

a. Menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada tahun 2025 

dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan Lingkungan Hidup tahun 2021-2026; 

b. Menjamin termanfaatkannya sumber daya secara efektif, efisien, adil dan 

berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi; 

c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

sebagai institusi/ lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah 

pada tahun yang direncanakan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2025 pada intinya memuat tujuan, 

strategi, kebijakan dan program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan 

fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sambas dalam mengemban visi misi Pembangunan 

Kabupaten Sambas. 

Sistematika penulisan Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas meliputi 5 

(lima) bab berikut : 

BAB I PENDAHULUAN. 

1.1. Latar Belakang. 

1.2. Landasan Hukum. 

1.3. Maksud dan Tujuan. 

1.4. Sistematika Penulisan. 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU. 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah. 
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2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah. 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja. 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH. 

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional. 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. 

3.3. Program dan Kegiatan. 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. 

BAB V PENUTUP. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 

Daerah 

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan 

strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak 

performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang 

penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena 

kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi 

pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan 

merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus 

menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga 

dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi 

pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan 

bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih 

obyektif. 

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan 

Lingkungan Hidup disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator 

kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat 

memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap 

perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. 

Pada tahun 2025 sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan Lingkungan Hidup adalah yang pertama ”Meningkatnya 

ketersediaan infrastruktur dasar” dan sasaran strategis yang kedua yaitu 

”Terciptanya pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan” dengan hasil 

capaian semuanya masuk dalam kategori ”sangat berhasil”. Keberhasilan 

pencapaian kinerja ini berkat kerja keras seluruh personil yang terkait dengan 

memaksimalkan semua potensi yang ada. Penentuan target yang Tidak terlalu 

tinggi dari angka pencapaian tahun sebelumnya dengan memperhitungkan 

tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi juga berpengaruh dalam pencapaian. 
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Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas untuk masing-masing 

kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan sasaran 

yang ditetapkan yaitu : 

1. Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Perekonomian 

Daerah; 

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; 

3. Meningkatnya Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. 

Sedangkan indikator sasaran/keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas untuk 

masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, antara lain : 

1. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air 

Minum Layak. 

2. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak. 

3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni. 

4. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 

 
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Sambas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.  

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja 

pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator 

kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung 

kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan 

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat 

dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen 

melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang 

terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam pengukuran sasaran 

dan indikator kinerja utama dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
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a. Metode Pengukuran Kinerja 

Untuk pengukuran tiap-tiap capaian indikator kinerja pada setiap tujuan yang 

diharapkan adalah sebagai berikut:  

1) Tujuan pada Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Perekonomian 

Daerah. 

a) Indikator Kinerja pada Rumah Tangga dengan Akses Air Minum 

Layak 

Rumah Tangga 
dengan Akses 

Air Minum 
Layak 

= 

Jumlah Seluruh Rumah Tangga 
Pengguna Air Bersih 

x 100% 
Jumlah Seluruh Rumah Tangga 

 
b) Indikator Kinerja pada Rumah Tangga Bersanitasi Layak 

Rumah Tangga 
Bersanitasi 

Layak 
= 

Jumlah Seluruh Rumah Tangga 
Bersanitasi 

x 100% 
Jumlah Seluruh Rumah Tangga 

 
Indikator Kinerja pada Drainase Dalam Kondisi Baik 

Drainase Dalam 
Kondisi Baik 

= 
Penduduk Terlayani Drainase 

x 100% 
Total Penduduk 

 
c)   Indikator Kinerja pada Ketersediaan Rumah Layak Huni 

Rumah Layak 
Huni 

= 
Jumlah Rumah Layak Huni 

x 100% 
Jumlah Total Rumah 

 
Indikator Kinerja pada Jalan Lingkungan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dalam kondisi baik 

Jariangan Jalan 
Lingkungan dalam 

Kondisi Baik 
= 

Jumlah Panjang Jalan 
Lingkungan Dalam Kondisi Baik 

x 100% 
Jumlah Keseluruhan Panjang 

Jalan Lingkungan 

 

2) Tujuan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

1) Indikator Kinerja pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
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Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) 

= (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) 

 
Indikator Kinerja pada Kampung Iklim yang Ditangani 

Kampung Iklim yang Ditangani  =       Jumlah Kampung 

 

Indikator Kinerja pada Penanganan Sampah Perkotaan 

Penanganan 
Sampah 

= 
Volume sampah yang ditangani 

x 100% 
Volume produksi sampah 

 

Indikator Kinerja pada Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas 

Wilayah ber HPL/HGB 

Rasio RTH = 
Luas Taman yang Dikelola (km2) 

X 100% 
Luas Keseluruhan (km2) 

 

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja  

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan 

realisasi sebagai berikut: 

 
         Realisasi 

 Capaian indikator kinerja =    x 100%   
                 Rencana 

 

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing 

indikator kinerjanya. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala 

pengukuran ordinal sebagai berikut:  

 

 > 85 ► Sangat Berhasil 

 70 < X ≤ 85 ► Berhasil 

 55 < X ≤ 70 ► Cukup Berhasil 

  ≤ 55 ► Kurang Berhasil 
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Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan 

berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori Sangat Berhasil, 

Berhasil, Cukup Berhasil, dan Kurang Berhasil.  

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sambas berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai 

berikut : 

1. Sasaran pada Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar 

a. Indikator Kinerja pada Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak 

Dari indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air 

Minum Layak tahun 2024 diperoleh data sebagai berikut: 

1) Total Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (2024)  =  84.432 RT 

2) Total Rumah Tangga (s/d tahun 2024) = 125.981 RT 

3) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak tahun 

2024 adalah: 

Rumah Tangga 
dengan Akses Air 

Minum Layak 
= 

80.268 RT 
x 100%  = 63,71% 

125.981 RT 

 

4) Capaian indikator kinerja 

a) Realisasi capaian  = 67,02 % 

b) Rencana capaian  = 65,72  % 

Rumah Tangga 
dengan Akses 

Air Minum Layak 
= 

67,02 % 
x 100% = 101,99% 

65,72 % 

 

5) Kesimpulan kinerja skala ordinal (>85) = Sangat Berhasil  

 
Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 

pada indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum 

Layak dikategorikan “Sangat Berhasil“. Untuk lebih jelasnya data 

capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar sebagai berikut: 
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Indikator Tahun Target Realisasi Persen 

Rumah Tangga dengan 
Akses Air Minum Layak 

2021 57,00% 55,33% 97,07% 

2022 58,78% 59,51% 101,24% 

2023 62,24% 63,71% 102,36% 

2024 67,02% On Proses On Proses 

Tabel II.1.  Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 
2021-2024 

 

 

Grafik II.1.  Target dan Realisasi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 

Tahun 2021 - 2024 
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Gambar II.1.  Pengembangan Distribusi Air Minum/Prasarana Dan 

Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 

jenis pelayanan dasar mengenai air minum dengan indikator tersedianya 

akses air minum yang aman melalui sistem penyedian air minum dengan 

jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung dengan 

kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dengan nilai berdasarkan 

cluster pelayanan untuk tahun 2024. Nilai cluster pelayanan buruk 

(49,38%), cluster pelayanan sedang (70%) dan cluster pelayanan baik 

(80%), sehingga Kabupaten Sambas tahun 2024 dengan nilai capaian 

sebesar 102,36% dikategorikan pelayanan rumah tangga pengguna air 

bersih pelayanan baik berdasarkan pelayanan minimal secara nasional. 

Kendala yang dihadapi adalah pertambahan penduduk yang tidak 

diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran 
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penduduk yang tidak merata, luasnya wilayah yang ditangani dan 

kurangnya tenaga teknis. Untuk mengejar ketertinggalan dalam 

pencapaian yang ditargetkan secara nasional diharapkan adanya 

penambahan tenaga teknis dan penambahan anggaran biaya. 

 
b. Indikator Kinerja pada Rumah Tangga Bersanitasi Layak 

Dari indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak tahun 

2024 diperoleh data sebagai berikut: 

1) Total Rumah Tangga Bersanitasi Layak (s/d 2024)  =  106.129 KK 

2) Total Rumah Tangga tahun (2024)  =  125.981  KK 

3) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak tahun 2023 adalah: 

Rumah Tangga 
Bersanitasi Layak 

= 
106.129 KK 

x 100%  =  84,24% 
125.981 KK 

4) Capaian indikator kinerja 

a) Realisasi capaian  = 84,24  % 

b) Rencana capaian  = 84,12  % 

Rumah Tangga 
Bersanitasi Layak 

= 
84,24 % 

x 100%   =  100,14% 
84,12 % 

 

5) Kesimpulan kinerja skala ordinal (> 85%) = Sangat Berhasil  

 
Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 

pada indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak 

dikategorikan “Sangat Berhasil“. Untuk lebih jelasnya data capaian 

dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar berikut: 

 

Indikator Tahun Target Realisasi Persen 

Rumah Tangga Bersanitasi 
Layak 

2021 61,50% 81,39% 133,22% 

2022 82,66% 82,73% 100,08% 

2023 83,39% 83,44% 100,06% 

2024 84,12% On Proses On Proses 

Tabel II.2.  Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2021-2024 
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Grafik II.2.  Target dan Realisasi Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 

2021-2024 

 

  

Gambar II.2. Pengelolaan Sanitasi Lingkungan 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat capaian kinerja 

indicator persentase rumah tangga bersanitasi layak pada tahun 2024 

melebihi target.  

Selain itu, di Kabupaten Sambas belum ada Rumah Tinggal 

Bersanitasi aman (0%) karena belum memiliki sistem pengangkutan 

lumpur tinja dan Rumah Tangga Bersanitasi Layak belum dilakukan 

penyedotan lumpur tinja secara periodik. 
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Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sambas tahun 2024 yang telah membangun sarana 

sanitasi sebagai upaya meningkatan kuantitas dan kualitas Rumah 

Tangga Bersanitasi Layak di Kabupaten Sambas. Sarana sanitasi yang 

dibangun berupa tangki septik individual skala perdesaan. 

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan indikator persentase 

rumah tinggal bersanitasi, disebabkan anggaran program/kegiatan 

sanitasi hampir seluruhnya mengandalkan dari Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Belum tersedianya anggaran DAU (Dana Alokasi Umum), 

mengakibatkan rendahnya peningkatan persentase rumah tangga 

bersanitasi di Kabupaten Sambas. Selain kendala penganggaran yang 

terbatas, kondisi di lapangan dimana masih ada masyarakat di daerah 

perkotaan yang menggunakan wc cubluk/tidak septik, sehingga masih 

dikategorikan “tidak layak”. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase 

rumah tangga bersanitasi antara lain mengoptimalkan anggaran DAU 

untuk program/kegiatan peningkatan persentase rumah tangga 

bersanitasi dan mengusulkan program/kegiatan sanitasi melalui DAK dan 

APBN (SANIMAS). 

Suatu Sanitasi yang Layak tentu saja harus didukung oleh sistem 

Darinase yang Layak juga. Indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi 

Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat hanya mengukur pada jumlah 

jiwa yang terlayani oleh pembangunan saluran drainase diperoleh data 

sebagai berikut: 

1) Total Rumah Tangga yang Terlayani  = 20.316 RT 

2) Total Rumah Tangga Kabupaten Sambas =  125.981 RT 

3) Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak 

Tersumbat tahun 2024 adalah: 

Drainase Dalam 
Kondisi Baik 

= 
20.316 RT 

x 100%   =  16,13% 
125.981 RT 

 

4) Capaian indikator kinerja 

a) Realisasi capaian  = 16,13  % 
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b) Rencana capaian  = 15,27  % 

Drainase Dalam 
Kondisi Baik 

= 
16,13 % 

x 100%   =  105,63% 
15,27 % 

 

5) Kesimpulan kinerja skala ordinal (>85) = Sangat Berhasil  

 
Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 

pada indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik dkategorikan 

“Sangat Berhasil”. Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada 

tabel, grafik dan gambar berikut : 

Indikator Tahun Target Realisasi Persen 

Drainase Dalam Kondisi 
Baik 

2021 14,54% 14,61% 100,46% 

2022 14,75% 15,00% 101,69% 

2023 15,05% 15,50% 102,99% 

2024 15,27% On Proses On Proses 

Tabel II.3.  Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air 
Tidak Tersumbat Tahun 2021-2024 

 

Grafik II.3.  Target dan Realisasi Drainase Dalam Kondisi Baik/ 
Pembuangan Air Tidak Tersumbat Tahun 2021-2024 
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Gambar II.3. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 
 

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat capaian kinerja 

indicator persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2024 

sebesar 105,63%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 

capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 102,99% atau naik sebesar 

2,64%. 

Kendala yang dihadapi diantaranya, pertambahan penduduk yang 

tidak diikuti oleh penambahan anggaran yang memadai, penyebaran 

penduduk yang tidak merata serta luasnya wilayah yang ditangani.  

Untuk meningkatkan capaian kinerja diperlukan penambahan 

anggaran yang memadai dan memfokuskan penganggaran untuk 

program/kegiatan drainase yang bersumber dari APBD Kabupaten serta 

mengusulkan program/kegiatan drainase melalui APBD Propinsi maupun 

APBN. 

 
c. Indikator Kinerja pada Ketersediaan Rumah Layak Huni 

Dari indikator Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2024 

dilaksanakan kegiatan yang berupa memberikan bantuan material untuk 

perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diperoleh data 

sebagai berikut: 

1) Total Rumah Layak Huni (2024)  =  155.485  Unit 

2) Total Rumah (2024)  = 192.028  Unit 

3) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2024 adalah: 
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Ketersediaan Rumah 
Layak Huni 

= 
155.677 RT 

x 100% = 81,07 % 
192.028 RT 

4) Capaian indikator kinerja 

a) Realisasi capaian  = 81,07 % 

b) Rencana capaian  = 80,40  % 

Ketersediaan Rumah 
Layak Huni 

= 
81,07 % 

x 100% = 100,83 % 
80,40 % 

5) Kesimpulan kinerja skala ordinal  (>85) = Sangat 

Berhasil  

 Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian 

kinerja pada indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 

dikategorikan “Sangat Berhasil“. Untuk lebih jelasnya data capaian 

dapat dilihat pada tabel, grafik dan gambar sebagai berikut: 

Indikator Tahun Target Realisasi Persen 

Cakupan Ketersediaan 
Rumah Layak Huni 

2021 85,00% 80,24% 94,40% 

2022 80,39% 80,46% 100,09% 

2023 80,34% 80,81% 100,59% 

2024 80,40% On Proses On Proses 

Tabel II.4. Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2021-2024 
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Grafik II.4. Target dan Realisasi Rumah Layak Huni Tahun 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

                         Sebelum                                                Setelah 

Gambar II.4. Rehabilitasi/Pengembangan Rumah Layak Huni 

 
Lingkungan Permukiman yang Layak tentu saja harus didukung 

oleh sarana dan parasarana yang layak pula. Salah satunya adalah jalan 

lingkungan. Indikator persentase panjang jaringan jalan lingkungan 

dalam kondisi baik bertujuan untuk mengidentifikasi jalan lingkungan 

dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Sambas, diperoleh data 

sebagai berikut: 

1) Realisasi Panjang Jaringan Jalan Lingkungan = 14,52 km 

2) Target Panjang Jaringan Jalan Lingkungan =  48,69  km 
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3) Persentase Panjang Jaringan Jalan Lingkungan tahun 2024 adalah: 

Persentase Panjang Jaringan 
Jalan Lingkungan Dalam 

Kondisi Baik 
= 

37,93 km 
x 100% = 82,31% 

46,08 km 

4) Kesimpulan kinerja skala ordinal (70>x>85) = Berhasil  

 Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian 

kinerja pada indikator Persentase Panjang Jaringan Jalan 

Lingkungan Dalam Kondisi Baik dikategorikan “Berhasil“. Untuk 

lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, grafik dan 

gambar sebagai berikut: 

Indikator Tahun Target Realisasi Persen 

Persentase panjang 
jaringan jalan 

lingkungan dalam 
kondisi baik 

2022 38,69 Km 37,38 Km 96,61% 

2023 43,69 Km 37,93 Km 86,82% 

2024 48,69 Km On Proses 
On 

Proses 

Tabel II.5.  Persentase Panjang Jaringan Jalan Lingkungan Dalam 
Kondisi Baik Tahun 2022-2024 

 

Grafik II.5.  Target dan Realisasi Panjang Jaringan Jalan Lingkungan 
Dalam Kondisi Baik Tahun 2022-2024 
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Gambar II.5.  Pembangunan/Pengembangan Jalan Lingkungan 

 
Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja 

indicator persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik pada 

tahun 2024 sebesar 29,82%, mengalami penurunan jika dibandingankan 

dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 86,82%. 

Kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian 

indikator kinerja persentase panjang jaringan jalan lingkungan dalam 

kondisi baik antara lain: 

- Dalam perencanaan Renstra lebar jalan lingkungan 1,5m tetapi 

realisasi di lapangan tahun 2024 lebar jalan lingkungan menjadi 2m 

hingga 3m. 

- Adanya penambahan lapisan Latasir di atas beton untuk semua 

pekerjaan jalan lingkungan. 

 
2. Sasaran pada Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

a. Indikator Kinerja pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup tentu saja tidak 

lepas dari indikator sasarannya yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran 

atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu 

lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu yang lebih 

representatif dan komprehensif terhadap dinamika kualitas lingkungan 

dan problem pencemaran yang terjadi. Sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan dasar perencanaan dan evaluasi program pengelolaan 

dan pengendalian pencemaran dalam mengambil kebijakan.IKLH terdiri 

dari 3 indikator yaitu Indek Kualitas Air (IKA), Indek Kualitas Udara (IKU) 
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dan Indek Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan 

lahan. 

Indikator Tahun Target Realisasi Persen 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) 

2021 65,00 69,51 106,94% 

2022 65,60 67,20 102,44% 

2023 65,75 71,31 108,46% 

2024 66,00 On Proses On Proses 

 
Tabel II.6.  Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKLH Tahun 

2021-2024 

 

Grafik II.6.  Perbandingan Target dan Capaian Kinerja IKLH Tahun 
2021-2024 

 

Nilai IKLH Kabupaten Sambas tahun 2024 disusun atas dasar nilai 

Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 58,75 poin, nilai Indeks Kualitas Udara 

(IKU) sebesar 89,29 poin dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 42,49 

poin. Nilai IKLH Kabupaten Sambas tahun 2024 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,75 poin akibat menurunnnya 

capaian pada Indikator IKA dan IKU, namun masih mencapai target yang 
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telah ditetapkan dengan Capaian Kinerja sebesar 102,36%, maka masuk 

dalam kategori “Sangat Berhasil”. 

 

Kendala dan Hambatan : 

1. Pengujian mutu air dipersyaratkan di laboratorium yang terakreditasi. 

Lokasi Laboratorium terakreditasi yang jauh (di Pontianak) , sehingga 

jarak tempuh sampel air dimulai dari titik pantau pengambilan sampel 

air ke Laboratorium Pontianak sangat jauh. 

2. Waktu dan frekuensi pemantauan yang sangat terbatas, hanya 

diambil dengan frekuensi 2 kali setahun. Idealnya minimal dilakukan 4 

kali setahun sebagai pengumpulan, analisis dan interpretasi data 

untuk menghasilkan informasi yang benar- benar sesuai dengan 

tujuan pemantauan. 

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam 

melaksanakan kegiatan. 

4. Masih perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dengan 

instansi/pihak lain dalam hal kebutuhan data dan lainnya dalam 

mendukung kelancaran pelaksana tugas. 

 
Upaya /Langkah –langkah : 

NIlai IKLH ini dicapai dengan respon atau upaya-upaya sebagai berikut : 

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan pada Daerah Aliran Sungai 

(DAS) dan anak-anak sungainya pada 10 lokasi pengambilan sampel 

sebagai intervensi pengawasan. 

2. Melakukan kampanye dan Aksi bersih-bersih sungai. 

3. Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air dan pemasangan papan 

peringatan/himbauan. 

4. Melaksanakan tindakan dan penyelesaian pengaduan masyarakat. 

5. Melaksanakan konservasi, reboisasi pada lahan-lahan kritis. 

6. Menanam pohon pada ruang terbuka hijau. 

7. Melaksanakan Gerakan “Sedekah Oksigen” yaitu menanam 1 (satu) 

pohon berarti sudah menyumbang Oksigen untuk 2 (dua) Manusia. 
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Untuk mendukung terciptanya Kualitas Lingkungan yang Baik, 

tentu saja tidak bisa terlepas dari kegiatan Penanganan Sampah. Dari 

indikator Persentase Penanganan Sampah tahun 2024 diperoleh data 

sebagai berikut: 

1) Penanganan yang dilaksanakan  

a) Kemampuan layanan = 283,76  m3/hr 

2) Wilayah penanganan tahun (2024) 

a) 14 kecamatan  

b) 51 desa 

c) Jumlah penduduk terlayani  =  244.365  Jiwa 

3) Timbulan sampah di daerah yang dilayani tahun ( 2024)   

a) Produksi sampah (SNI 19-3983-1995) = 2,80 L/org/hr 

b) Timbulan sampah (244.365 x 2,80) : 1000 = 684,22 m3/hr 

4) Persentase Penanganan Sampah tahun 2024 adalah: 

Penanganan 
Sampah 

= 
283,76 m3/hr 

x 100%   =  41,47% 
684,22 m3/hr 

 

5) Capaian indikator kinerja 

a) Realisasi capaian = 41,47% 

b) Rencana capaian  = 58,00% 

Penanganan 
Sampah 

= 
41,47 

x 100%   =  71,50 % 
58,00 

    
6) Kesimpulan kinerja skala ordinal (70<x≤85) = Berhasil  

 

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian 

kinerja pada indikator Persentase Penanganan Sampah dikategorikan 

“Berhasil“. Untuk lebih jelasnya data capaian dapat dilihat pada tabel, 

grafik dan gambar berikut: 
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Indikator Tahun Target Realisasi Persen 

Persentase Penanganan 
Sampah 

2021 37,00% 35,00% 94,59% 

2022 44,00% 48,66% 110,59% 

2023 51,00% 35,42% 69,45% 

2024 58,00% On Proses On Proses 

Tabel II.7. Persentase Penanganan Sampah Tahun 2021-2024 

 

Grafik II.7. Target dan Realisasi Penanganan Sampah Tahun 2021-

2024 

 

  

Gambar II.7. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 
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Terjadi penurunan capaian kinerja penanganan sampah, hal ini 

disebabkan karena jumlah armada persampahan yang tidak memadai 

dibandingkan jumlah timbulan sampah dan wilayah pelayanan 

persampahan. Pada tahun 2024, jumlah Kecamatan yang dapat dilayani 

hanya 14 kecamatan (51 Desa) dari 19 kecamatan (193 Desa) yang ada 

di wilayah Kabupaten Sambas. 

Kendala / hambatan : 

1) Meningkatnya jumlah timbunan sampah setiap tahunnya; 

2) Luasnya wilayah yang ditangani dan Penyebaran penduduk yang 

tidak merata; 

3) Infrastruktur jalan yang ada tidak memadai sehingga tidak semua 

Kecamatan dapat dilayani; 

4) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah 

seperti kendaraan pengangkut sampah, kontainer, tempat 

penampungan sampah sementara (TPS), Tempat Pengelolaan 

sampah dan lain-lain; 

5) Umur Armada persampahan yang sudah tua seperti Dump Truck 

tahun 1999 dan 2006; dan 

6) Jumlah tenaga teknis dan petugas persampahan yang masih terbatas 

 
Upaya / langkah-langkah : 

1) Penambahan anggaran biaya baik yang bersumber dari APBD 

Kabupaten juga diperlukan subsidi dari APBD Provinsi maupun 

APBN; 

2) Memprioritaskan dan mengoptimalkan wilayah pelayanan yang 

memiliki jumlah timbulan sampah yang besar; 

3) Peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukung penanganan 

persampahan; 

4) Penambahan jumlah sarana dan prasarana persampahan; 

5) Peremajaan armada persampahan yang sudah tua; dan 

6) Penambahan jumlah tenaga teknis dan petugas persampahan. 

 
Komponen lain dalam mendukung meningkatnya IKLH adalah 

Ruang terbuka Hijau sebagai paru-paru Kota. Rasio Ruang Terbuka 
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Hijau pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,20% dan dapat terealisasi 

sebesar 1,00% dengan capaian kinerja sebesar 31,25%. Terjadi 

peningkatan rasio ruang terbuka hijau, hal ini karena bertambahnya 

jumlah Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Pemangkat, 

Semparuk dan Tebas. Pada tahun 2024, Luas Ruang Terbuka Hijau 

yang dapat dikelola sebesar 9,9913 Ha. Meskipun target Rasio Ruang 

Terbuka Hijau yang dikelola meningkat, tetapi luas Ruang Terbuka Hijau 

yang tersedia masih jauh dari proporsi luas Ruang Terbuka Hijau yang 

ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah Kota 

berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. 

 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Persen 

Rasio Ruang Terbuka Hijau 
per Satuan Luas Wilayah ber 

HPL/HGB 
 

2021 2,85% 0,69% 24,21% 

2022 3,00% 0,75% 25,00% 

2023 3,10% 0,85% 27,42% 

2024 3,20% On Proses On Proses 

Tabel II.8. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber 

HPL/HGB 

 

Grafik II.8.  Target dan Realisasi Ruang Terbuka Hijau yang dikelola 
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Berdasarkan Tabel dan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa 

capaian kinerja pada indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan 

Luas Wilayah ber HPL/HGB dikategorikan “Kurang Berhasil“. 

 

 

Gambar II.8. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  

 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya di bidang perumahan dan lingkungan mengalami permasalahan-

permasalahan antara lain: 

a. Target SDG’s bidang Air Minum dan Sanitasi 

Dalam pencapaian target SDG’s, khususnya yang terkait dengan 

penyediaan air minum, beberapa tantangan yang dihadapi adalah : 

- Kualitas air minum yang didistribusikan kepada masyarakat harus 

memenuhi standar kualitas air layak minum 

- Cakupan pelayanan air minum 

Untuk meningkatkan cakupan kuantitas maupun kualitas 

pelayanan air minum kepada masyarakat yaitu : 

a. Perencanaan penyediaan air mengacu pada permintaan masyarakat; 

b. Mobilisasi seluruh potensi pendanaan untuk memenuhi permintaan 

yang ada; 

c. Memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat; 

d. Terus melakukan kampanye pentingnya hidup bersih dan sehat kepada 

masyarakat. 
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Dalam pencapaian target SDG’s, khususnya yang terkait dengan 

sanitasi, beberapa tantangan yang dihadapi adalah : 

b. Peningkatan kualitas sarana sanitasi 

Hal ini berarti tantangan untuk membangun sarana yang memenuhi 

kriteria teknis dan standar kesehatan yang ditetapkan tetapi mudah 

dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat dengan cara pemberian 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup 

bersih dan sehat. 

c. Peningkatan kesadaran masyarakat, Pemerintah, Wakil Rakyat, maupun 

Swasta mengenai persoalan sanitasi sehingga mereka memberikan 

dukungan terhadap pelaksanaan program sanitasi.  

b. Pembangunan Daerah Perbatasan 

Daerah perbatasan merupakan daerah yang berpotensi untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, mengingat daerah tersebut 

merupakan pintu gerbang antar negara. Untuk mengantisipasi permasalah 

tersebut Pemerintah Daerah dengan bantuan Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat berupaya meningkatkan pembangunan sarana dan 

prasarana, melalui : 

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

- Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Perbatasan; 

- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorng-gorong; 

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 

Namun pembangunan yang dilakukan masih jauh dari rencana yang 

diinginkan, karena: 

- Secara Geografi luas dan akses jalan yang belum memadai; 

-  Pembangunan belum merata. 

c. Angka Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan yang Masih Tinggi. 

Hal ini menjadi perhatian utama dalam rangka pencapaian SDG’s 

yaitu mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin 

di permukiman kumuh pada tahun 2022. Kenyataanya rata-rata kawasan 

kumuh terletak di perkotaan dan pedesaan, maka oleh karena itu 

pemerintah menaruh perhatian besar pada penanganan kawasan kumuh 

dikawasan perkotaan dan pedesaan. 
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d. Perwujudan RTH 30% 

Upaya perwujudan RTH 30% merupakan tantangan besar, 

komposisi 30% memang merupakan kebijakan yang kondusif bagi 

lingkungan, namun di lain pihak dianggap merupakan permasalahan yang 

signifikan dalam menyelenggarakan pembangunan perkotaan. 

e.  Penyehatan Lingkungan Permukiman 

Pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet 

saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan kriteria 

fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan 

peruntukkanya, dan sesuai dengan standar kesehatan maupun standar 

teknis yang telah ditetapkan. Meningkatnya intensitas curah hujan dalam 

interval waktu yang semakin pendek yang disebabkan perubahan iklim 

akibat efek pemanasan global (global warming) dan semakin berkurangnya 

bidang resapan menjadi faktor penyebab semakin tingginya debit limpasan 

hujan yang harus ditampung oleh saluran drainase. Belum optimalnya 

fungsi drainase yang mengakibatkan timbulnya genangan, merupakan 

permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan drainase. 

Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya 

satu rencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu 

perencanaan sistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan antara 

sistem drainase primer, sekunder dan tersier. Pada sektor persampahan, 

pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. 

Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan 

sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak 

TPA yang tidak didesain sebagai sanitary landfill. Dengan diterbitkan UU 

No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Dimana di dalam UU 

tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2003 seluruh TPA di 

Kabupaten/Kota harus dioperasikan secara sanitary landfill. Hingga saat ini 

penanganan Sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah 

ditambah lagi operasional pengelolaan persampahan yang sangat minim. 

f. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan dan Konflik Kepemilikan Lahan 

Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan terlepas 

dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena 

menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. 
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Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma 

yang berfihak pada pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis 

masyarakat. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola 

lingkungannya, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan 

kualitas lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan dan 

sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan yang meliputi hak dan 

kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, agar di 

kemudian hari dapat diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju 

masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab. 

Disisi lain terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan ini 

adalah munculnya konflik kepemilikan lahan, khususnya di bidang 

perkebunan. Konflik kepemilikan lahan yang terjadi dalam beberapa tahun 

terakhir ini adalah antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan 

kelapa sawit. Konflik lahan ini terjadi disebabkan antara lain :  

1. Sosialisasi yang merupakan tahapan awal atau tahap pra konstruksi 

dalam pembangunan kelapa sawit, belum dilaksanakan dengan baik 

oleh perusahaan perkebunan, sehingga memunculkan spekulasi di 

masyarakat bahwa lahannya di serobot oleh perusahaan, dan pada 

akhirnya terjadi konflik sosial 

2. Belum jelasnya tata batas administratif desa, sehingga menjadi konflik 

batas antara masyarakat, mengingat batas desa ini sangat erat 

kaitannya dengan kawasan perkebunan kelapa sawit, menyangkut 

pembangunan plasma dan inti 

3. Program CD dan CSR yang menjadi kewajiban perusahaan kelapa sawit 

masih belum berjalan secara optimal 

4. Masih belum jelasnya konsep bagi hasil dan plasma serta inti yang akan 

diterima masyarakat setempat yang wilayahnya di kuasai perusahaan 

kelapa sawit 

g. Permasalahan Pencemaran Air 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran diartikan 

sebagai masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, 
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dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

Pencemaran lingkungan, baik dalam medium air, udara maupun 

tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber 

pencemar dari industri, domestik, maupun yang lain harus dapat diatasi, 

dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran 

yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada 

dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. 

Hal ini sebegaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota. Pengendalian pencemaran air yang menjadi kewenangan 

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri ini adalah 

bahwa Institusi pengendalian lingkungan hidup Kabupaten, minimal dapat 

memberikan pelayanan dengan melakukan pencegahan pencemaran air 

kepada sumber-sumber atau usaha dan/atau kegiatan yang potensial 

menghasilkan limbah cair, seperti kegiatan industri, perhotelan, rumah sakit, 

rumah makan dan perumahan.  

Dalam kurun waktu hampir 10 tahun kasus pencemaran air yang 

terjadi di Kabupaten Sambas di dominasi oleh kegiatan pertambangan emas 

tanpa izin, pertambangan pasir sungai, kegiatan perkebunan kelapa sawit, 

dan domestik atau permukiman masyarakat yang membuang langsung 

limbah cair hasil aktivitas rumah tangganya ke perairan. Padahal sungai di 

Kabupaten Sambas berfungsi sangat vital dalam mendukung kehidupan dan 

proses pembangunan, mengingat eksistensi sungai sebagai sumber air baku 

terbesar di Kabupaten Sambas. Berdasarkan pemantauan kualitas air 

dengan menggunakan metode STORET pada sungai Sambas Kecil yang 

dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, kualitas air sungai Sambas 

Kecil di pusat kota Sambas atau di wilayah sekitar pasar Sambas berada 

pada kondisi tercemar sedang. Sementara di sekitar jembatan Kampung 

Dagang dalam kondisi tertentu berada pada kondisi tercemar berat. Indikator 

kualitas air yang digunakan dalam metode ini, khususnya adalah BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand), 

sementara untuk kadar merkuri yang selama ini diasumsikan berbanding 
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lurus dengan kegiatan pertambangan emas, masih berada di bawah nilai 

ambang batas jika kita mengacu pada PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Tingginya angka 

BOD dan COD dimaksud dapat difahami, mengingat secara fisik tingkat 

kekekurahan air sangat tinggi, sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke 

dalam dasar sungai. 

h.  Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut 

Wilayah kepesisiran atau wilayah pantai merupakan suatu wilayah 

yang berada di daerah paling hilir dari suatu kawasan. Ancaman dan 

potensi terjadinya kerusakan dan pencemaran selalu berada di wilayah ini. 

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah kawasan yang terletak di 

daerah hilir sebagai penerima dampak negatif dari kegiatan pencemaran 

dan kerusakan di wilayah hulu. 

Meningkatnya kegiatan pembangunan dan industri di wilayah hulu 

akan meningkatkan pula potensi ancaman terhadap pesisir. Beberapa 

tahun terakhir ini seiring mengemukanya perubahan iklim global (global 

climate change) yang berdampak pada peningkatan suhu muka bumi dan 

kenaikan muka air laut, semakin rentan pula ancaman terhadap wilayah 

pesisir. Kabupaten Sambas dengan garis pantai yang panjangnya 

mencapai 198,76 Km, saat ini sesuai data Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Sambas, terdapat beberapa lokasi yang telah mengalami 

abrasi pantai relatif parah seperti di Kecamatan Pemangkat, Jawai 

Selatan, Jawai, Teluk Keramat serta Paloh, sehingga diperlukan langkah-

langkah mitigasi berupa proteksi daerah pesisir yang rentan terhadap 

abrasi. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan penanaman mangrove 

disepanjang pantai. 

Selain karena faktor alam, kerusakan daerah pesisir di kabupaten 

Sambas juga diakibatkan oleh ulah manusia yang telah memanfaatkan 

ekosistem pantai seperti Tanaman Mangrove yang diambil kayunya dan 

pasir pantai yang diambil untuk bahan bangunan serta alih fungsi kawasan 

pantai yang beberapa waktu lalu sempat booming untuk budidaya tambak, 

sehingga menyisakan lahan pantai yang terbuka. Kondisi ini akan 

menyebabkan terjadinya abrasi pantai akibat hantaman ombak laut, 

karena minim atau tidak adanya lagi vegetasi penahan (pelindung). 
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Rusaknya ekosistem pantai juga mengakibatkan menurunnya keragaman 

hayati akuatis di sekitar wilayah pantai tersebut. Hal ini dikarenakan 

vegetasi (mangrove) yang merupakan tempat hidup dan memijah (bertelur) 

bagi sebagian fauna air telah mengalami kepunahan akibat dieksploitasi. 

Pada gilirannya secara ekonomi, masyarakat yang biasa menangkap 

udang dan kepiting harus dirugikan. 

i.  Permasalahan Lingkungan Perkotaan (IKK) 

Permasalahan lingkungan di perkotaan, khususnya di Ibukota 

Kecamatan, diantaranya di dominasi oleh permasalahan pengelolaan 

sampah, limbah cair domestik dan belum dikelolanya ruang terbuka 

hijau (RTH) serta belum terkendalinya ruang yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang atau belum konsistennya pemanfaatan ruang sesuai 

dengan rencana dalam tata ruang. 

Untuk permasalahan persampahan, berdasarkan data Dinas 

Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sambas tahun 2024 sampah di perkotaan yang ditangani 

sebesar 70 m3/hari. Sementara kawasan perkotaan yang berpotensi 

memiliki permasalahan pengelolaan sampah antara lain di ibuKota 

kecamatan (IKK) Sambas, Pemangkat, Tebas, Semparuk, Selakau, Jawai, 

Jawai Selatan, Teluk Keramat, dan Galing. 

Hal ini ditambah dengan sistem pengelolaanya yang kurang tepat, 

yaitu masih dengan menggunakan sistem open dumping dan bukan dengan 

teknologi yang ramah lingkungan, misalnya dengan sanitary landfill dan 

sejenisnya, sehingga mengakibatkan umur TPA menjadi terbatas. 

Sedangkan Pengelolaan sampah domestik di perdesaan pada umumnya 

dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan cara penimbunan dan 

pembakaran, mengingat secara umum lahan di pedesaan relatif masih 

memungkinkan. 

Selanjutnya, berdasarkan data dinas Cipta Karya Kabupaten 

Sambas, Prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah 

daerah kabupaten Sambas baru mencakup 14 kecamatan dari 19 

kecamatan. 
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Kelima isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan 

yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dalam rangka menjaga agar 

pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Sambas, dan 

sumberdaya alam dan lingkungan tetap lestari sebagai sumber daya untuk 

mendukung pembangunan, melalui pembangunan yang memperhatikan norma 

dan kaidah, yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan. Pembangunan 

berkelanjutan tidak akan terwujud, apabila para fihak terkait mengabaikan atau 

meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan 

hidup. Adapun isu-isu strategis teridentifikasi meliputi : 

a. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa 

dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut: 

1. Kondisi infrasturktur wilayah permukiman kumuh masih rendah 

sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman kumuh. 

2. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator 

kemisikinan perlu segera mendapatkan penanganan. 

3. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap 

derajat kesehatan masyarakat. 

b. Bidang Lingkungan Hidup 

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa 

dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang 

Lingkungan Hidup sebagai berikut: 

1. Penurunan kualitas air permukaan dan kerusakan lahan atau tanah 

akibat dari kegiatan pertambangan, domestik dan pertanian, khususnya 

kegiatan perkebunan kelapa sawit. 

2. Meluasnya lahan kritis akibat penebangan liar dan konversi lahan, yang 

berdampak pada menurunnya ketersediaan sumber-sumber air dan 

pengurangan debit air permukaan disaat kemarau dan kelebihan debit 

air atau banjir disaat musim penghujan. 

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara 

lingkungannya dalam setiap usaha dan atau kegiatan ekonomi. 

4. Lemahnya sanksi atau penegakkan hukum. 
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5. Lemahnya pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang berpotensi 

mencemari lingkungan. 

 
2.4.  Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025 

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan 

melalui berbagai kegiatan tahunan. 

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang 

ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang 

merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Disamping itu dokumen rencana 

kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok 

indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui 

keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, 

serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. 

Pelayanan yang diberikan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup, khususnya dalam rangka penyediaan 

infrastruktur di bidang Perumahan Permukiman yang memadai, terutama 

pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan yang ada, diarahkan untuk 

mendukung aktifitas perekonomian, pariwisata, ketersediaan akses untuk dusun 

terpencil dan pengentasan masyarakat miskin. 

Terkait dengan pembangunan infrastruktur pedesaan ini, Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup juga 

mendukung untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan menjadi 

salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2022-

2026. Lebih operasional lagi, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 telah 

memerintahkan kepada seluruh Kementerian/lembaga serta Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke 

dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan 

dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh 

aspek pembangunan. 
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Pengarusutamaan gender ini telah menjadi komitmen Nasional yang 

akan diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan 

penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Secara 

umum, program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas direncanakan, 

dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan untuk semua gender. Konsep setara dan 

adil gender harus benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan 

kegiatan kebinamargaan. Setara berarti seimbang relasi antara laki-laki dan 

perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang- 

cacat/disable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), 

kemampuan memadai yang meliputi Knowledge Attitude Practise, pengakuan 

terhadap eksistensi, ruang partisipasi, pengambilan peran dan fungsi secara 

proporsional dalam proses pembangunan secara utuh menyeluruh baik dari 

pemanfaatan hasil, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, penyusunan, 

evaluasi maupun perencanaan pembangunan. Sementara adil dapat diartikan 

sebagai tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, dan 

marginalisasi terhadap perempuan maupun laki-laki. Jika melihat definisi setara 

dan adil di atas dan dikaitkan dengan tolok ukur pengarusutamaan gender yang 

dapat diukur dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, maka “setara” 

berada pada ukuran akses, partisipasi dan kontrol sedangkan “adil” dilihat dari 

sisi pemanfaatannya. 

Upaya menuju pembangunan infrastruktur kebinamargaan yang ideal 

dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni dari produk-produk yang 

dihasilkan; proses penyelenggaraan pembangunan; dan kebijakan di lingkungan 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

sebagai inputnya. Apakah ketiganya telah aman dan nyaman bagi perempuan 

dan laki-laki dengan kata lain tidak bias gender atau bahkan menimbulkan 

kesenjangan gender. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup ke depan akan terus mendorong dan lebih 

meningkatkan pengarusutamaan gender tersebut, antara lain melalui upaya 

meningkatkan penyetaraan gender yang memperhatikan segi akses, 

kesempatan partisipasi dan kontrol, serta keadilan gender dilihat dari keamanan 

dan kenyamanan pemanfaatannya. Gambaran internal pada Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang mencerminkan 
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pengarustamaan gender adalah adanya kesempatan partisipasi perempuan 

dijajaran pejabat struktural. Sedangkan dari hasil pembangunan, 

pengarustamaan gender, salah satunya dapat kita lihat pada pemanfaatan 

pembangunan fisik akses masuk trotoar dengan kemiringan yang landai 

sehingga cukup memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan 

perempuan, orang tua dan penyandang cacat yang menggunakan kursi roda. 

 
2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Prosedur perencanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 

1. Penjaringan program dan kegiatan 

Dalam rangka menjaring sasaran program yang akan dilakukan pada tahun 

yang akan datang melalui : 

a. Jaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dilaksanakan melalui : 

-  Forum Musrenbang; 

-  Usulan-usulan dari anggota DPRD; 

-  Kunjungan-kunjungan Bupati ke daerah.  

b.  Survey Identifikasi Lapangan, untuk mengetahui kondisi daerah tersebut; 

c. Usulan-usulan untuk mendukung program strategis kabupaten, provinsi 

dan nasional. 

2. Penetapan prioritas program berdasarkan daftar dari kegiatan penjaringan 

program maka dilakukan : 

a. Memformulasikan plafon anggaran secara proporsional berdasarkan 

kondisi didaerahnya serta jumlah usulan dari musrenbang; 

b.  Menyusun rencana sumber pembiayaan : 

- APBD fokus untuk penanganan usulan melalui musrenbang yang 

diajukan dan telah diverifikasi oleh Bappeda; 

-  Program dan Kegiatan yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi dan ke 

Pemerintah Pusat setelah diverifikasi; 

c. Membuat daftar pendek sasaran prioritas dalam menyusun sasaran yang 

akan ditangani melalui Program Pemeliharaan dan Peningkatan dengan 

pertimbangan : 

- Target kondisi yang dialami didaerah untuk usulan program dan 

kegiatan sesuai rencana strategis; 
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-  Program strategis Kabupaten, Provinsi, Nasional yang harus mendapat 

prioritas; 

-  Program darurat akibat bencana alam yang harus segera ditangani; 

-  Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten.  

d.  Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat. 

3. Penyelarasan Program Prioritas dengan Panitia Anggaran DPRD 

Adapun hasil dari Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

ditampilkan pada Tabel II.16.  dibawah ini : 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1.  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 

2020-2024 menyebutkan bahwa visi Indonesia tahun 2020-2024 adalah 

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong-Royong. Usaha-usaha perwujudan Visi Indonesia 2020-

2024 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2020-2024 sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan 

Terpercaya; 

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada 

seluruh warga; 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

Ditetapkan Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan Trisakti tahun 

2020-2024, yaitu : 

Nawacita (Sembilan agenda prioritas) : 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah 

dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; 

4. Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;  

6. Meningkatkan produktifitas dan daya saing di pasar Internasional; 
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7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik; 

8. Revolusi karakter bangsa; 

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia. 

Trisakti : 

1. Berdaulat secara politik; 

2. Berdikari secara ekonomi; 

3. Berkepribadian secara sosial budaya. 

 
Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi Kalimantan Barat 

1. Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-

2024. 

a. Tujuan 

a) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri 

konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan 

antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan 

kawasan perdesaan; 

b) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan 

pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; 

c) Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan 

produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic nasional bagi 

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada 

keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 

d) Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang 

layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan 

dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”; 

e) Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya 

manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta 
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penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan 

pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang 

efektif, efiesien, transparan dan akuntabel. 

b. Sasaran 

a) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar 

tingkat pemerintahan; 

b) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan 

penganggaran; 

c) Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi 

nasional; 

d) Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi;  

e) Meningkatnya ketahanan air; 

f) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing;  

g) Meningkatnya kemantapan jalan nasional; 

h) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan 

perumahan; 

i) Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur 

permukiman; 

j) Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan; 

k) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan; 

l) Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas; 

m) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan 

berintegritas; 

n) Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat; 

o) Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan 

informasi publik, serta sarana dan prasarana 

2. Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 

a. Tujuan 

a) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian 

pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta 

pengendalian perubahan iklim; 
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b) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, 

menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan 

menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; 

c) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat 

keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. 

b. Sasaran 

a) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung 

lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan 

indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada 

kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir 

utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu 

air, udara dan tutupan hutan. 

b) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan 

secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan 

kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen 

pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu 

maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; 

c) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati 

serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja 

derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini 

merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot 

kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam 

punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh 

para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain). 

3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-

2023 

a. Tujuan 

a) Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi 

terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

b) Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cakupan 

pelayanan (dasar) bidang perumahan. 
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c) Meningkatkan sistem (jaringan) infrastruktur jalan yang mantap untuk 

mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran arus barang dan 

jasa. 

d) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air 

dalam mendukung ketahanan pangan dengan berlandaskan 

konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. 

e) Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata 

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya dan 

meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman serta cakupan 

pelayanan (dasar) bidang permukiman. 

f) Meningkatkan efektifitas dan pelayanan publik di bidang pengujian 

mutu konstruksi dan lingkungan serta pembinaan terhadap masyarakat 

jasa konstruksi; 

g) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam memberikan 

pelayanan kepada publik. 

b. Sasaran 

a) Meningkatnya Kualitas RTR. Untuk menilai keberhasilan pencapaian 

sasaran ini dapat diukur dengan indikator: 

 Persentase RTRW yang telah diperdakan. 

 Prosentase Kab.dan Kota yang RPJMD, Renstra dan Program 

Tahunannya sesuai dengan RTWP dan RTWK/RTW Kota. 

 Persentase Provinsi/Kab/Kota yang RPJM dan program tahunannya 

mengikuti RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional. 

b) Peningkatan infrastruktur dasar perumahan. Untuk menilai 

keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : 

 Persentase Rasio Rumah Layak Huni. 

 Persentase Rasio Lingkungan Perumahan Sehat. 

c) Peningkatkan kualitas jaringan jalan provinsi. Untuk menilai 

keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : 

 Persentase proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. 

 Kecepatan tempuh rata-rata 

 Persentase Kondisi Jalan Nasional Mantap 
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d) Peningkatan, pembinaan, dan pembangunan infrastruktur Sumber 

Daya Air. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat 

diukur dengan indikator: 

 Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Pemprov yang 

dijaga/dipelihara. 

 Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat 

yang ditingkatkan/dijaga/dipelihara. 

 Persentase pengurangan wilayah banjir.  

 Persentase berkurangmya pantai kritis. 

 Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok. 

e) Meningkatkan akses pelayanan terhadap infrastruktur dasar 

permukiman dan bangunan milik pemerintah provinsi. Untuk menilai 

keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : 

 Persentase rumah tangga pengguna air bersih/minum.  

 Persentase rumah tangga yang bersanitasi.  

 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh. 

 Persentase peningkatan luasan kawasan permukiman perdesaan 

yang tertangani infrastrukturnya 

 Persentase peningkatan luasan bangunan dan lingkungan yang di 

bangun dan ditata. 

f) Pengendalian kualitas pelaksanaan konstruksi bidang ke-PU-an yang 

mantap dan terukur melalui pengujian dengan didukung oleh sumber 

daya masyarakat jasa konstruksi yang profesional. Untuk menilai 

keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: 

 Persentase peran serta masyarakat jasa konstruksi dalam tertib 

penyelenggaraan jasa konstruksi. 

g) Meningkatkan kemampuan pegawai yang profesional di bidang 

infrastruktur ke PU an dengan didukung oleh anggaran, sarana dan 

prasarana untuk mewujudkan pelayanan tata laksana organisasi 

dengan prinsip Good Goverment. Untuk menilai keberhasilan 

pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : 

 Tingkat pelayanan administrasi ketatausahaan; 

 Tertib administrasi rencana kerja, monitoring dan evaluasi; 
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 Tertib administrasi keuangan dan laporan aset; 

 Tingkat ketersediaan data dan informasi. 

4. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Propinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. 

a.  Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi, yang merupakan 

hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. 

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang 

menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin 

diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya 

mendukung pencapaian kinerja serta dengan berorientasi pada upaya 

mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka tujuan Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 

Barat dirumuskan sebagai berikut : 

a) Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan 

permukiman; 

b) Menurunkan beban pencemaran dan laju kerusakan 

lingkungan; 

c) Meningkatkan efektifitas pelayanan publik di bidang perumahan rakyat, 

kawasan permukiman dan lingkungan hidup. 

b. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan 

fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan 

realitas yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam 

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : 

a) Terwujudnya perumahan layak huni/berkualitas dan kawasan 

permukiman sehat; 

b) Terwujudnya penurunan beban pencemaran dan laju kerusakan 

lingkungan; 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

65 

 

c) Terwujudnya efektifitas pelayanan publik di bidang Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. 

 
3.2.  Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Dalam melaksanakan Misi Organisasi, tujuan yang hendak dicapai oleh 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam 

rangka mendukung pembangunan Kabupaten Sambas adalah ”Meningkatnya 

Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman untuk Mendukung Perekonomian Daerah” dan “Meningkatnya 

Kualitas Lingkungan Hidup”. 

Dari tujuan diatas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar; 

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

 
3.3.  Program, Kegiatan dan Subkegiatan. 

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk tahun 2025 

telah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas. Adapun 

kebijakan yang diambil diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan 

Perangkat Daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, daftar Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sambas yang direncanakan untuk tahun 2025 adalah : 

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum. 

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. 

 Subkegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Bukan Jaringan Perpipaan. 
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 Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 

 Subkegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan. 

 Subkegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan. 

 Subkegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan. 

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

 Subkegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan. 

 Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). 

 Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). 

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. 

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 

Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota. 

 Subkegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan. 

 Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 

Lingkungan. 

 Subkegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan. 

 Subkegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan. 

 Subkegiatan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan. 

 Subkegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan. 

4. Program Pengembangan Permukiman. 

a. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan 

Strategis Daerah Kabupaten/Kota. 

 Subkegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di 

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. 
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 Subkegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di 

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. 

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). 

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. 

 Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 

Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. 

6. Program Pengembangan Perumahan 

a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten/Kota. 

 Subkegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. 

 Subkegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana. 

 Subkegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang 

Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota. 

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan. 

 Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 

7. Program Kawasan Permukiman 

a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Permukiman. 

 Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan 

Kawasan Permukiman. 

b. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

 Subkegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan 

Permukiman Kumuh. 

8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

pada Daerah Kabupaten/Kota 

 Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan 

Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) 

Ha. 
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9. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH) Kabupaten/Kota 

 Subkegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota. 

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kabupaten/Kota 

 Subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. 

 Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS. 

10. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota 

 Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan 

Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. 

 Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan Iklim. 

 Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 

kabupaten/kota. 

b. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota. 

 Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi. 

11. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 

 Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati. 

 Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

12. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
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 Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin 

Lingkungan dan/atau Izin PPLH. 

 Subkegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan 

Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di 

bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 

 Subkegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota. 

14. Program Pengelolaan Persampahan 

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah 

 Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 

Pengelolaan Persampahan. 

 Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 

Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. 

 Subkegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan 

pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, 

TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, 

biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan 

peraturan perundangan. 

 Subkegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan  akhir 

sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional. 

15. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah. 

 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 

 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 
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 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 

 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD. 

 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD. 

 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. 

 Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran. 

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

 Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya. 

 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi. 

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor. 

 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 

 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan. 

 Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD. 

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah. 

 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan. 

 Subkegiatan Pengadaan Mebel. 

 Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya. 

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 
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 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik. 

 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan. 

 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 

 Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. 

 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya. 

i. Kegiatan Penataan Organisasi 

 Subkegiatan Penataan Organisasi. 

 Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

 Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas 

Pelayanan Publik dan Tata Laksana. 

 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja 

Pemerintah Daerah. 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

  

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub 

kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian 

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas untuk mendukung prioritas pembangunan 

daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan 

Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.  

Dalam mendukung prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan rumusan rencana 

program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian 

tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan 

Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Sambas, sebagai berikut : 

1.  Perumusan Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 

Lingkungan Hidup dan Pertanahan; 

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 

Lingkungan Hidup dan Pertanahan; 

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan; 

4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan; 

5. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan 

Lingkungan Hidup; 

6. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya yang Diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan Tugas dan Fungsinya. 

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program, kegiatan 

dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 

IV.1. dibawah ini :  



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

73 

 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

74 

 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

75 

 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

76 

 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

77 

 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

78 

 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

79 

 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

80 

 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

81 

 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

82 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

83 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

84 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

85 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

86 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

87 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

88 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

89 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

90 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

91 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

92 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

93 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

94 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

95 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

96 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

97 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

98 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

99 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

100 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

101 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

102 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

103 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

104 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

105 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

106 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

107 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

108 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

109 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

110 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

111 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

112 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

113 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

114 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

115 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

116 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

117 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

118 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

119 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

120 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

121 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

122 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

123 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

124 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

125 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

126 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

127 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

128 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

129 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

130 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

131 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

132 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

133 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

134 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

135 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

136 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

137 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

138 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

139 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

140 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

141 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

142 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

143 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

144 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

145 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

146 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

147 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

148 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

149 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

150 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

151 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

152 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

153 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

154 

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

155 

 

 

Ta
b

el
 IV

.1
. R

en
ca

n
a

 K
er

ja
 d

a
n

 P
en

d
a

n
a

a
n

 P
er

a
n

g
ka

t 
D

a
er

a
h

 



Rencana Kerja (RENJA) – Tahun 2025 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 

156 

 

BAB V 

P E N U T U P 

 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu 

pembaharuan sistem Pemerintahan Daerah. Dengan penyusunan Renja Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Sambas diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, 

wewenang dan tanggung jawab terhadap pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan. 

Untuk merealisasikan Renja tersebut diatas perlu adanya sokongan 

Pemerintah Daerah dan ketersediaan dana serta dukungan/partisipasi. 

Demikian Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025 dengan mengacu pada tugas 

pokok dan fungsi Dinas. 

Semoga Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas ini dapat menjadi pedoman kebijakan Daerah 

Kabupaten Sambas. 
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